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Abstract  
One of the measures of economic development of a country is the 
country's economic growth. The instrument in measuring the economic 
growth is by measuring the Gross Domestic Product (GDP). 
Determination of the amount of wages by local governments will have 
an impact on the absence of low wages for workers. An increase in the 
value of wages also has an impact on increasing the amount of public 
income in general, meaning that on a wider scale an increase in income 
also means an increase in economic growth for the region. Part of the 
initial step in enhancing economic growth is investment both domestic 
and foreign. Indonesia as a developing country is still considered very 
necessary in the provision of capital for development purposes. This 
study uses panel data from 33 provinces in Indonesia. Using regression 
with the Random Effect Model. The data used in this study are 
provincial minimum wage data, foreign direct investment and 
economic growth data. The results of this study are the provincial 
minimum wage has a negative impact on economic growth and foreign 
direct investment has a positive impact on economic growth. 
Simultaneously the minimum wage and foreign direct investment have 
no impact on economic growth. 
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Abstrak 
Salah satu dari alat ukur perkembangan ekonomi dari suatu negara adalah 
pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Instrument dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengukur Produk Domestik 
Bruto (PDB). Penentuan besaran upah oleh pemerintah daerah akan berdampak 
pada tidak adanya lagi upah yang rendah bagi para pekerja. Peningkatan nilai 
upah juga berdampak pada naiknya jumlah pendapatan masyarakat secara 
umum, artinya dalam skala lebih luas peningkatan pendapatan juga berarti 
peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut. Bagian dari langkah 
awal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan penanaman 
modal baik domistik maupun asing. Indonesia sebagai Negara berkembang 
dianggap masih sangat perlu dalam penyedian modal untuk keperluan 
pembangunan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di 
Indonesia. Menggunakan regresi dengan Random Effect Model. data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data upah minimum provinsi, investasi 
asing langsung dan data pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah upah 
minimum provinsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
investasi asing langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Secara simultan upah minimum dan investasi asing langsung tidak berdampak 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci: Upah minimum, investasi, pertumbuhan ekonomi 
 
Pendahuluan  
Salah satu dari alat ukur perkembangan ekonomi dari suatu negara 
adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Instrument dalam mengukur 
pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengukur Produk Domestik 
Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan gambaran utuh dari nilai barang dan jasa 
yang telah dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 
2006). Semakin tinggi PDB suatu negara berarti semakin bagus kinerja ekonomi 
di negara tersebut, dengan kata lain PDB merupakan cerminan dari kinerja 
perekonomian. Dalam pertumbuhan ekonomi yang baik, maka produksi akan 
barang dan jasa juga bertambah. Ketika terjadi peningkatan pendapatn di suatu 
negara investasi di negara tersebut pun otomatis bertambah. Artinya tingkat 
pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan jumlah kenaikan Produk Domestik 
Bruto (PDB) walaupun dalam hal ini dengan mengesampingkan kenaikan PDB itu 
lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Komponen 
JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi,  
Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen 
Volume 3   
No. 1, 2019 
 





utama yang merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap 
negara menurut terdiri dari tiga hal, pertama akumulasi modal yang merupakan 
semua bentuk investasi baru pada tanah, kedua peralatan fisik dan sumber daya 
manusia dan yang ketiga merupakan pertumbuhan penduduk.  
Adanya desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia menjadikan 
kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 
daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini meneliti Prodduk 
Domestik Bruto untuk skala provinsi, sehingga angka pertumbuhan yang diambil 
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Adanya kewenangan masing daerah dalam menetapkan besaran Upah 
Minimum Provinsi (UMP) tiap tahunnya, diharapkan mampu memberikan 
dampak yang positif terhadap distribusi pendapatan di masyarakat. Penetapan 
UMP juga diharapakan mampu mengurangi ketimpangan masing-masing daerah. 
Dengan besaran UMP yang menjadi kebijakn masing-masing provinsi diharapkan 
akan mampu dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sehingga migrasi ke daerah 
atau ke kota besar menjadi berkurang, sehingga pada akhirnya mampu 
menggerakan perputaran perekonomian daerah yang bermuara pada naiknya 
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 
Lahirnya undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah 
menimbulakan adanya perubahan pada kebijakan dalam pengelolaan keuangan 
yang ada di masing-masing daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan 
sekaligus kewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Dampak dari dari pelaksaaan desentralisasi fiskal diantaranya adanya 
kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan fiskal di daerah, tetapi pada sisi 
yang lain juga memunculkan persoalan yang baru pula, masalah tersebut 
diantaranya adalah kesenjangan dari sisi pertumbuhan ekonomi antar daerah. 
Hal ini dikarenakan tingkat kesiapan pengelolaan fiskal dari masing-masing 
daerah yang berbeda-beda (Apriana & Suryanto, 2016).   
Kewenangan dalam mengatur dan mengelola fiskal di daerah tidak hanya 
terkait pengelolaan kondisi makro ekonomi di daerah tersebut, tetapi juga lebih 
luas lagi kebijakan dalam penentuan besaran upah tenaga kerja juga menjadi 
domain kebijakan pemerintah daerah. Upah bagi pengusaha dipandang sebagai 
beban biaya yang berujung pada pengurangan keuntungan usaha. Artinya 
keputusan pemerintah daerah dalam penetapan upah akan mengganggu biaya 
modal (Simanjuntak, 1998). Pada saat yang sama penentuan besaran upah oleh 
pemerintah daerah akan berdampak pada tidak adanya lagi upah yang rendah 
bagi para pekerja. Peningktan nilai upah juga berdampak pada naiknya jumlah 
pendapatan masyarakat secara umum, artinya dalam skala lebih luas 
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peningkatan pendapatan juga berarti peningkatan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) bagi daerah tersebut. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh 
Cahuc dan Michel yang mengatakan bahwa kebijakan atas penentuan upah 
minimum berdampat positif terhadap pertumbuhan (Cahuc & Michel, 1996). 
Dalam penjelasan yang serupa, penetapan upah minimum mempercepat 
pertumbuhan dalam jangka panjang secara proporsional dengan ekspor 
(Askenazy, 2003). 
Bagian dari langkah awal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
adalah dengan penanaman modal baik domistik maupun asing. Investasi terdiri 
dari investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung 
(portofolio investmen). Cakupan investasi tersebut walaupun mempunya 
pengertian pokok yang sama yakni penanaman modal tetapi dua hal tersebut 
mempunyai perbedaan yang mendasar. Investasi langsung dilakukan dengan 
mendirikan langsung perusahan dan investasi tidak langsung hanya melalui 
pembelian saham dalam jumlah tertentu melalui pasar modal. Kegiatan dalam 
investasi langsung mengandung arti bahwa investor terlibat langsung dalam 
mendirikan atau menjalankan usahanya. 
 Indonesia sebagai Negara berkembang dianggap masih sangat perlu 
dalam penyedian modal untuk keperluan pembangunan. Untuk mendapatkan 
modal yang cukup, Indonesia tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pinjaman 
dari luar negeri. Keadaan tersebut merupakan faktor pendorong dalam upaya 
mencari alternatif berupa penanaman modal khususnya dari luar negeri. 
Kecukupan modal akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Septifany, 2015).  Pendapat yang 
senada juga diungkapkan (Nangarumba, 2015), penelitian yang dilakukan 
lamsiraroj yang menemukan bahwa dari 140 negara data menunjukan bahwa 
investasi asing langsung berdampat positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
negara-negara tersebut (Iamsiraroj & Ulubaşoğlu, 2015) hasil yang sama juga 
ditemukan oleh Nistor, bahwa di negara Rumania investasi asing langsung juga 
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Nistor, 2014). Begitu pula 
penelitian di negara-negara eropa (Pegkas, 2015), bahwa adanya investasi juga 
akan mampu mempengaruhi produktivitas dan jumlah angkatan kerja berbagai 
sektor pekerjaan di masyarakat. Meningkatnya produktivitas pada akhirnya juga 
akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum. Hasil 
penelitian yang dilakukan Ruth dan Syofyan menunjukkan bahwa aliran dana 
investasi asing langsung di negara-negara Asean (Indonesia, Thailand, Singapura, 
Vietnam dan Malaysia) secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 
(Ruth & Syofyan, 2014). 
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Perbedaan pendapat bahwa investasi asing langsung dapat berdampak 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun malah sebaliknya, justru 
bukanlah sesuatu hal yang baru. Investasi asing dipercaya mampu berdampak 
positif pada pertumbuhan ekonomi akibat adanya transfer teknologi, keahlian 
manajerial serta adanya akses jaringan internasional (Effendi & Soemantri, 2003). 
Pendapat yang berbeda mengatakan bahwa investasi asing langsung hanya 
memiliki dampak yang rendah di negara-negara pasifik terhadap tumbuhnya 
perekonomian dalam suatu negara tersebut (Feeny, Iamsiraroj, & McGillivray, 
2014). 
Dalam meningkatkan penanaman modal asing diperlukan sebuah iklim 
investasi yang memadai, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan para 
investor untuk berinvestasi di Indonesia (Tulong, 2015). Penyederhanaan dalam 
masalah perijinan penanaman modal termasuk diantaranya. Mengingat investor 
yang cenderung menginginkan proses pelayanan perijinan yang efisien, mudah 
dan cepat. Keadaan dari makro ekonomi juga merupakan bagian dari kondisi 
iklim perekonomian yang juga tidak dapat dilepaskan. Diantara kondisi makro 
ekonomi antara lain berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan 
ekonomi, pengangguran, inflasi, neraca pembayaran dan neraca perdagangan 
(Sukirno, 2006). 
Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai provinsi. Kesiapan daerah dalam 
pengelolaan fiskal tentu berpengaruh bagi kelangsungan penanaman modal 
asing langsung dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-
masing daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumya, penelitian ini 
menjelaskan adanya dampak hubungan invesatasi asing luar negeri dan upah 
minimum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 
penelitian penjelasan (Explanatory Reseach) dan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif. Sementara metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi data panel di 33 provinsi di Indonesia sejak tahun 
2012 s/d 2017 dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Variabel penelitian ini 
terdiri dari Upah minimum provinsi, investasi asing langsung (FDI), dan 
pertumbuhan ekonomi regional masing-masing provinsi. 
Hasil dan Pembahasan  
Penelitian ini menggunakan Random Effect Model. Hal ini dik karenakan 
dalam uji chow dan uji Hausmen dengan menggunakan aplikasi Eviews 9 
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didapatkan bahwa Random Effect Model lebih tepat dari pada Common Effect 
Model dan Fixed Effect Model. 
Tabel 1. Hasil Uji Chow dengan menggunakan aplikasi Eviews 9 
  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.624106 (32,163) 0.0000 
Cross-section Chi-square 127.898239 32 0.0000 




Dari Tabel 1, dapar diketahui nilai probabilitas pada Cross-Section F 
menunjukkan angka 0.0000 atau di bawah 0.05. hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan Fixed Effect Model lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan 
Common Effect Model. Selanjutnya perbandingan penggunaan model Fixed Effect 
Model dengan Random Effect Model dengan menggunakan Uji Hausman. 
 
Tabel 2. Hasil Uji Hausman dengan menggunakan aplikasi Eviews 9 
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 1.167696 2 0.5577 
     
 
Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section 
random adalah sebesar 0.5577 lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa 
perbandingan penggunaan Fixed Effect Model dengan Random Effect Model 
didapatkan bahwa Random Effect Model lebih baik dari pada Fixed Effect Model. 
Hasil penghitungan dengan menggunakan Random Effect Model 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Random Effect Model dengan menggunakan Eviews 9 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.87740 6.496107 2.290202 0.0231 
UMP -0.767796 0.456927 -1.680348 0.0945 
INV 6.22E-05 0.000190 0.328389 0.7430 
     
     R-squared 0.014462    Mean dependent var 1.802874 
Adjusted R-squared 0.004354    S.D. dependent var 1.864530 
S.E. of regression 1.860466    Sum squared resid 674.9601 
F-statistic 1.430763    Durbin-Watson stat 1.818067 
Prob(F-statistic) 0.241625    
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Hasil penghitungan dengan menggunakan aplikasi Eviews pada Tabel 3 
menunjukkan bahwa variabel UMP dan memberikan pengaruh negatif sebesar -
1.680348 dan variabel INV memberikan pengaruh posisitf  sebesar 0.328389 
pada pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia. Hasil penghitungan ini 
tidak signifikan karena nilai dari probabilitas masing-masing variabel lebih dari 
0.05. hasil uji simultan (F-statistic) juga menunjukan bahwa secara simultan 
kedua variabel berpengaruh sebesar  1.430763, tetapi penghitungan ini juga 
tidak signifikan dikarenakan nilai Prob (F-statistic) 0.241625 atau lebih dari 0.05. 
Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi serta 
penanaman modal asing atau dalam istilah lain investasi asing langsung bukan 
sebuah instrument yang mampu memberikan dorongan yang kuat dalam 
meningatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak sesuai dengan 
hipotesis dan teori sebelumnya yang menganggap bahwa  upah dan investasi 
berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun dalam 
penghitungan menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh secara positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya variabel upah minimum 
berpengaruh negatif. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Cahuc & Michel, 1996) 
serta penelitian (Askenazy, 2003) yang menyatakan bahwa kebijakan upah 
minimum berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara positif. Dari sisi 
variabel investasi asing langsung juga demikian, hasil penelitian ini walaupun 
variabel investasi asing langsung berdampak positif seperti pada penelitian 
(Septifany, 2015), (Nangarumba, 2015), (Iamsiraroj & Ulubaşoğlu, 2015), (Nistor, 
2014), (Pegkas, 2015) dan penelitian yang dilakukan (Ruth & Syofyan, 2014), 
tetapi hasil penghitungan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak 
signifikan. Ketidak signifikan hasil penelitian ini Disisi yang lain bisa jadi 
disebabkan karena nilai pertumbuhan ekonomi pada dua provinsi pada tahun 
2015. Kedua provinsi tersebut yakni provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi 
Tengah. Dimana pada tahun 2015 yang berada jauh di bandingkan dengan 
provinsi yang lain di Indonesia serta pada tahun sebelum dan sesudah tahun 
2015. Gejala kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata provinsi yang 
lain disinyalir akibat naiknya pertumbuhan pada sektor pertambangan yang 
signifikan. 
Kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa variabel upah minimum 
provinsi memberikan pengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 
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masing-masing daerah. Sementara variabel investasi asing langsung memberikan 
pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. 
Secara simultan kedua variabel memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hasil penghitungan penelitian ini tidak signifikan akibat 
nilai dari probabilitas yang lebih besar dari 0.05. Saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah dengan menambahkan rentan waktu penelitian. Disisi yang 
lain ketidak signifikan hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan karena adanya nilai 
pertumbuhan ekonomi pada provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah 
pada tahun 2015 yang berada jauh di bandingkan dengan provinsi-provinsi yang 
lain serta pada tahun sebelum dan sesudah tahun 2015. Gejala kenaikan 
pertumbuhan ekonomi yang diatas rata-rata provinsi yang lain disinyalir akibat 
naiknya pertumbuhan pada sektor pertambangan yang signifikan. 
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